. TINJAUAN PUSTAKA

A. Perkembangan Kejahatan Korupsi di Indonesia.

Perkembangan kejahatan korupsi sangatlah terkait kepada tahap perkembangan
suatu Negara, demikian juga mengenai strategi penanggulangannya. Namun yang
tidak dapat dipungkiri bahwa kejahatan korupsi hanyalah dapat dikakukan oleh
orang-orang yang memiliki akses terhadap kekuasaan Negara dan akses terhadap
penguasaan dan pengelolaan kekayaan Negara, termasuk dalam pengertian ini
adalah para pengusaha yang berkolusi dengan penguasa dalam penguasaan
(monopoli) sumberdaya ekonomi (kekayaan Negara), sehingga mereka memiliki
akses untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah (Negara). Berkaitan dengan hal
ini, Mardjono Reksodiputro® mengemukakan sebagai berikut.
Pengertian korupsi ini jangan hanya diasosiasikan dengan penggelapan
keuangan Negara; tidak kalah jahatnya adalah penyuapan (bribery) dan
penerimanan komisi secara tidak sah (kickbacks). Kegiatan semacam ini
juga dapat dilakukan oleh pihak swasta dan karena itu kita dapat
membedakan antara “bureaucratic corruption” dan “private corruption”.
Apa yang menyamakan kedua jenis korupsi ini dan juga kejahatan ekonomi,
adalah para pelakunya adalah para pemegang kuasa dalam masyarakat, baik

kuasa pemerintahan (public power) maupun kuasa ekonomi (economic
power).

# Mardjono Reksodiputro, 1997, Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan, Pusat
Pelayanan keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia,
Jakarta, HIm 43.



24

Pada suatu Negara yang masih tergolong muda (baru merdeka)®, sudah tentu
Negara masih disibukkan dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan
menjaga kelansungan hidup Negara yang bersangkutan, sehingga wajar saja jika
sifat hukumnya masih sangat represif (tangan besi), karena fungsi hukum hanya
untuk menciptakan ketertiban sosial. Penjelasan ini sangat tampak dalam
gambaran perkembangan Negara Indonesia di awal kemerdekaan sampai dengan
awal pemerintahan rezim orde baru, itulah sebabnya peran hukum pidana dalam
penanggulangan kejahatan korupsi pada masa itu tidak begitu menonjol.
Meskipun sudah ada beberapa bentuk peraturan yang tujuannya untuk
mengendalikan prilaku para penguasa dalam kaitannya dengan pengelolaan
keuangan Negara®, tetapi penerapan perundang-undangan korupsi tersebut juga
terpulang pada sikap penguasa pada masa itu, artinya apa yang merupakan hukum

dan apa yang bukan hukum adalah tergantung pada tapsir penguasa pada saat itu.

Setelah bangsa Indonesia berhasil melalui masa transisi yaitu sebagai Negara
yang baru lahir?” dan masuk kedalam tahap negara yang memulai pembangunan
maka persoalan pengamanan keuangan negara mulai muncul yaitu di awal
pemerintahan rezim orde baru, artinya keberadaan penguasa sebagai suatu
ancaman terhadap keselamatan kekayaan negara mulai tampak, dan fenomena
pengawasan terhadap para penguasa negara mulai terasa penting, fenomena ini

sejalan dengan penjelasa Presiden Amerika Serikat ke-4 James Madison (1751-

® Francis Fukuyama, 2005, Memperkuat Negara Tata Pemerintahan dan Tata Dunia Abad 21,
PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, HIm 130.

% Pperaturan Penguasa Militer No. PRT/PM/06/1957 tentang “perbuatan-perbuatan yang
merugikan keuangan dan prekonomian Negara”.

%" Francis Fukuyama, 2005, op cit, HIm 130.
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1836), yang mengatakan (dalam terjemahan bebas), bahwa “sebuah pemerintah
tidak lain dari cermin yang terbesar dari semua cermin sifat manusia. Jika
manusia adalah malaikat, maka tidak perlu pemerintahan. Jika malaikat yang
memerintah manusia, maka tidak perlu pengawasan atas pemerintah, dari luar

. 28
maupun dari dalam”.

Pendapat James Madison di atas ingin menunjukkan bahwa sifat dasar manusia
(penguasa) adalah cendrung korup, dalam hal ini Madison ingin menegaskan
bahwa arti pentingnya pengawasan terhadap penguasa. Tidak aneh didalam
negara yang masih lemah atau Negara yang baru merdeka biasannya menghadapi
masalah masih lemahnya pengawasan, meskipun demikian didalam negara yang
masih lemah isu mengenai korupsi tidak terlau mengemuka di masyarakat, namun
potensi korupsi tetap ada dalam sekala yang kecil. Gambaran ini sejalan dengan

perkembangan korupsi di Indonesia di masa orde lama.

Ketika rezim orde baru mulai berhasil menata sistem pemerintahan negara yang
relative lebih tertib dan menciptakan situasi keamanan yang lebih baik maka
semua ini memberikan landasan bagi rezim orde baru untuk mumulai gerakan
pembangunan. Sudah tentu fenomena baru yang muncul adalah menyangkut
masalah pengelolaan sumberdaya pembangunan dan masalah pengamanan
sumber daya pembangunan, baik yang dari dalam negeri maupun yang bersumber
dari bantuan dan pinjaman luar negeri. Sejak itulah potensi perkembangan tindak

kejahatan korupsi mulai muncul di permukaan sehingga dibutuhkan langkah-

% Jeremy Pope (terjemahan), 2003, Strategi Memberantas Korupsi Elemen Sistem Integritas
Nasional, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, HIm 44.
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langkah penanggulangan dengan menggunakan sarana penal yaitu melalui
diterbitkannya Undang-Undang nomor 3 tahun 1971 tentang pemberantasan

tindak pidana korupsi.

Pada masa orde baru kejahatan korupsi demikian meningkat, tetapi sangat jarang
yang diperoses melalui sistem pengadilan negara, kenyataan ini terkait lansung
dengan sifat rezim yang berkuasa pada waktu itu, artinya pada rezim yang otoriter
korupsi berjalan secara sistemik (berjenjang) dari level pemerintahan yang tinggi
sampai pata tingkat pemerintahan terendah, sehingga selama kerja sama itu baik
dan saling menguntungkan maka korupsi pada tingkat terbawah akan dilindungi
oleh pemerintahan yang lebih tinggi. Dalam hal ini penulis ingin menegaskan
bahwa isu korupsi pada jaman orde baru yang tidak sesemarak pada era reformasi
saat ini bukan berarti menandakan bahwa kejahatan korupsi pada era orde baru itu
tidak seserius pada era reformasi. Dalam penjelasan yang sederhana penulis ingin
mengungkapkan bahwa pada jaman orde baru kontrol masyarakat pada penguasa
yang korup begitu lemah, karena untuk membicarakan dan menuding para
penguasa telah melakukan korupsi harus siap-siap akan berhadapan dengan

tudingan fitnah dari pemerintah yang berkuasa.?

Tidak mengherankan pada zaman orde baru para penguasa dengan bebas

memamerkan kekakyaannya serta gaya hidup yang mewah tanpa takut

? Ahmad Gunaryo, 2000, dalam kumpulan karya ilmiah yang berjudul Wajah Hukum di era
Reformasi, Dalam rangka menyambut 70 tahun Prof. Dr. Satjipto Raharjo, S,H., PT. Citra Aditya
Bakti, Bandung, HIm 79. Dimana pada intinya mengemukakan bahwa “sebagaimana rezim otorian
pada umumnya, rezim ini secara sistemik membangun sistem politik yang sangat sentralistik pada
satu sisi. Seluruh institusi-sosial, ekonomi, budaya, hukum dan sebagainya, yang muncul di
aahkan (dan dipaksa) untuk melayani kekuasaan itu sehingga terciptalah dominasi. Dominasi itu
acapkali diperoleh dengan kekerasan, dengan dominasi ini setiap individu tunduk dan patuh
karena takut pada resiko yang bakal ditanggung, yang berupa tindakan-tindakan represif”.
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dipertanyakan oleh masyarakat tentang asal usul harta yang dimilikinya, karena
memang di dalam rezim yang otoriter mulut rakyat bisa dibungkam dengan sistem
hukum yang represif. Sudah tentu pelaku kejahatan korupsi pada masa orde baru
tersebut tidak semata-mata dilakukan oleh para pejabat yang duduk pada badan
pemerintahan negara, tetapi kerja samannya justru meluas pada kerabat dan
keroni-kroni pejabat. Tidak mengherankan sektor-sektor pembangunan yang
tumbuh subur pada waktu itu adalah sektor-sektor pembangunan yang
menguntungkan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam kolusi tersebut. Andai kata
hasil pembangunan itu dirasakan manfaatnya oleh masyarakat banyak, tentunya
dampak tersebut hanyalah merupakan dampak sampingan saja, artinya bukan

merupakan tujuan utama dari kegiatan pembangunan itu sendiri.

Berbeda keadaannya dengan era reformasi, yang cirinya adalah keterbukaan
dimana para penguasa negara dituntut untuk membuka informasi yang seluas-
luasnya, serta membuka pintu yang selebar-lebarnya bagi campurtangan
masyarakat terhadap kegiatan pembangunan. Dengan sendirinya segala kegiatan
pemerintah yang di dalamnya dicurigai terdapat sekandal korupsi dengan mudah
isu tersebut menyebar ketengah masyarakat, tanpa takut menghadapi resiko
berhadapan dengan sanksi hukum yang bersifat represif, penjelasan ini tidak
untuk mengatakan bahwa peroses penanggulangan di Indonesia menjadi baik,
melainkan hanya untuk menyatakan bahwa masyarakat Indonesia baru sampai

pada tahap menikmati kebebasan berbicara dan mengungkapkan pendapat.
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Tidak dapat dipungkiri bahwa sejak era reformasi ini bergulir perhatian segenap
elemen bangsa terhadap kejahatan korupsi di Indonesia demikian meningkat.
Wajar saja jika pemerintah reformasi tidak mengabaikan begitu saja apa yang
menjadi kehendak masyarakat, intinya masarakat menghendaki agar para koruptor
diperlakukan lebih keras dibandingkan dengan perlakuan pada era-era
sebelumnya. Perlakuan yang dimaksud baik perakuan selama dalam peroses
hukum, maupun sanksi pidana yang dijatuhkan kepada para koruptor. Namun
sikap demikian baru tercermin dalam perundang-undangan. Sebaliknya belum
tampak dalam sikap penegak hukum. Tidak terlalu sulit untuk membuktikan
pernyataan ini, karena sebagian besar reaksi yang diberikan oleh berbagai elemen
di masyarakat justru dilatarbelakangi oleh sikap para penegak hukum yang masih
lunak terhadap para koruptor. Sikap keras terhadap para koruptor baru tersirat
dalam rumusan perundang-undangan di bidang pemberantasan korupsi yang terbit
dalam era reformasi, yaitu dalam perumusan sistem pemidanaan serta berat

ringannya pidana yang diancamkan pada terpidana.

Dari penjelasan yang relatif singkat di atas, penulis ingin menekankan pada dua
(2) hal penting, yaitu dalam kaitannya dengan perkembangan tindak pidana
korupsi di Indonesia. Pertama, bahwa perkembangan kejahatan korupsi terkait
lansung dengan sistem politik yang tengah berjalan di Indonesia. Kedua, selain
diwarnai oleh sistem politik, juga dipengaruhi oleh kualitas penegak hukum,
dalam hal ini adalah menyangkut cara menggunakan hukum pidana dalam

pemberantasan tindak pidana korupsi.
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Pada masa orde lama para penguasa Negara tengah disibukkan dengan masalah
mempertahankan kelansungan kehidupan Negara Kesatuan Repuplik Indonesia
(NKRI). Wajar saja jika rezim yang tengah berkuasa belum sepat memikirkan
tentang langkah-langkah untuk memulai pembangunan. Intinya, rezim penguasa
dibawah pemerintahan Presiden Sukarno tengah disibukkan dengan upaya untuk
menciptakan stabilitas politik dan keamanan dalam negri*®. Memang harus
dimaklumi, karena tidak mungkin dapat menjalankan pembangunan di tengah
situasi kehidupan Negara yang kacau. Setelah rezim orde baru berkuasa di bawah
komando presiden Suharto yang kemudian berhasil menciptakan stabilitas politik
adan keamanan dalam negeri, barulah kemudian rezim orde baru memulai
langkah-langkah pembangunan. Dari sinilah dimulai munculnya masalah baru
yaitu, masalah bagaimana mengelola sumberdaya pembangunan secara efektif
dan efesien yaitu disatu sisi adalah bagaimana mengelola sumberdaya
pembangunan secara efektif dan efesien. Namun disisi lain juga ada masalah
bagaimana mengamankan sumberdana pembangunan oleh para pejabat serbagai

pelaksana pembangunan.

Dalam kaitannya dengan perkembangan kejahatan korupsi di Indonesia adalah,
karena lemahnya pengawasan terhadap penguasa yang tengah menjalankan
pembangunan. Sudah tentu, fungsi pengawasan terhadap penguasa tidak mungkin
dapat dijalankan karena rezim penguasa orde baru di bawah komando Presiden
Suharto ternyata tetap berkeinginan mempertahankan sistem politik otoriter. Pada

masa itu korupsi berjalan secara sistemik, yang berjalan di tengah sistem

% Francis Fukuyama, 2005, op cit, HIm 131.
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pemerintahan yang sentralistik, dan otoriter, sehingga reaksi penentangan
terhadap tindak para penguasa yang korup dapat diredam dengan kekuatan

bersenjata, bahkan dengan alat penegak hukum itu sendiri.

Berbeda keadaanya dengan orde reformasi yang membawa isu untuk menciptakan
sistem pemerintahan yang bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
Dalam orde ini korupsi juga berjalan secara sistemik namun juga berjalan sejajar
dengan isu ingin menegakkan sistem pemerintahan yang demokratis, serta dengan
memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada daerah untuk mengambil
kebijakan dan sekaligus sebagai pelaksanan kebijakan pembanguna. Perubahan
sistem politik pada era reformasi ini tentunya berpengaruh terhadap
perkembangan korupsi di Indonesia. Intinya, jika pada masa orde baru
perkembangan korupsi di Indonesia itu dipicu aleh penguasa-penguasa di pusat,
sebaliknya pada era reformasi yang memberi kebebasan bagi pemerintah untuk
mengambil kebijakan pembangunan maka perkembangan tindak pidana korupsi
justru berkembang dari daerah sehingga muncul istilah daerah telah menjadi
tempat lahirnya raja-raja kecil yang korup. Secara keseluruhan uraian diatas ingin
menegaskan bahwa apapun bentuknya perkemabangan korupsi di Indonesia
adalah dipicu oleh lemahnya sistem pengawasan terhadap penguasa, dan
lemahnya fungsi hukum pidana dalam mengontrol perilaku penguasa di

Indonesia.
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B. Penanggulangan Kejahatan Korupsi Dengan Sarana Penal.

Gerakan reformasi yang muncul sejak tahun 1997 hingga sekarang ini bukanlah
gerakan yang sistematik, melainkan tidak lebih dari suatu gerakan yang muncul
secara tiba-tiba (sponstan) karena didorong oleh suatu perasaan yang sama Yyaitu
ingin bebas dari penderitaan yang diakibatkan oleh kerisis ekonomi yang
demikian mencekam. Memang di dalam gerakan ini juga terlibat di dalamnya
adalah sekelompok mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi, dan juga
kelompok-kelompok intelektual tertentu, tetapi yang tidak dapat dipungkiri adalah
bahwa keterlibatan kelompok-kelompok tersebut bersifat mendadak dan tidak
berangkat dari program bersama dan bertolak dari tujuan yang dirumuskan secara
sistematis®. Dengan kata lain, gerakan ini hanyalah gerakan untuk menjatuhkan
Peresiden Suharto dari kursi keperesidenannya. Dengan asumsi, bahwa Peresiden
Suharto dianggap sebagai pemimpin rezim yang korup sehingga harus
bertanggung jawab atas terjadinya kerisis ekonomi yang sangat menyengsarakan

seluruh rakyat Indonesia.

Setelah Peresiden Suharto turun dari kursi keperesidenannya ternyata gelombang
besar reformasi menyurut dan mengecil kembali, karena kelompok-kelompok
reformis ini tercerai-berai kembali untuk mengejar kepentingannya masing-
masing. Tidaklah mengherankan, jika dalam perkembangan selanjutnya para
penggerak reformasi ini sebagian telah duduk dalam lembaga pemerintahan

Negara dan yang sebagian lagi berada di luar pemerintahan Negara, namun yang

%1 Eep Saefulloh Fatah (dalam kumpulan karangan), 1999, Kelas Menengah Bukan Ratu Adil, PT
Tiara Wancana Yogya, HIm 205.
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jelas hanya sedikit yang masih konsisten dengan perjuangan untuk melakukan
reformasi. Arti pentingnya penjelasan ini adalah agar para penstudi hukum yang
bermaksud melakukan studi di bidang pemberantasan korupsi memiliki perkiraan
awal tentang seberapa besar rintangan yang harus dihadapi dalam upaya

pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Jika gerakan reformasi, ingin dimaknai sebagai gerakan yang ingin membersihkan
rezim orde baru dari dalam badan-badan pemerintahan Negara maka tidak
berlebihan jika dikatakan bahwa gerakan reformasi yang dimaksut, sampai hari
ini baru berhasil menjatuhkan Suharto dan keroni-keroni terdekatnya saja. Dengan
kata lain, yang menduduki jabatan dari yang tertinggi sampai pada jabatan yang
terendah, sampai pada hari ini sebagian besar masih duduk dalam badan
pemerintahan negara adalah rezim orde baru. Sementara itu mereka sudah lama
terdidik dengan jiwa dan semangat rezim orde baru yang korup®. Tidak
mengherankan jika dalam orde reformasi ini mereka kerap kali menjadi
penghalang bagi penerapan ide-ide yang reformis sebagai bentuk pembaharuan
strategi pemberantasan korupsi. Contoh konkrit mengenai hal ini, yaitu penolakan
oleh sebagian besar anggota DPR terhadap kewenangan KPK dalam penggunaan
alat sadap untuk menjaring para koruptor. Sudah tentu, penolakan terhadap KPK

ini adalah karena para anggota DPR takut terjaring oleh KPK. Di balik penolakan

% Ahmad Gunaryo, 2000, op cit, HIm 80. Dimana mengemukakan bahwa, kegagalan
pembangunan institusi oleh rezim orde baru inilah yang dihadapi oleh rezim trasisi sekarang ini.
Disatu sisi, rezim ini berusaha untuk memulihkan ketertiban dan keamanan dengan upaya-upaya
penegakan hukum. Di sisi lain, seluruh institusi hukum dan peradilan tak lebih hanya sekedar
birokrasi Negara yang tak saja hanya korup, tetapi juga mewarisi sebuah system hukum yang lebih
melayani kekuasaan ketimbang keadilan.



33

ini terkandung niat jahat bahwa para anggota DPR memang berniat melakukan

korupsi.®

Penjelasan di atas penulis sajikan dengan maksud, agar para penstudi hukum tidak
dengan begitu saja mengatakan bahwa badan-badan pemerintah negara baik yang
ada di pusat maupun yang ada di daerah, maupun para pemain politik lama
maupun yang muncul di era reformasi adalah orang-orang yang berjiwa reformis.
Melainkan apakah mereka pemain politik yang saat ini tengah berjuang atau
tengah menduduki jabatan dalam badan kekuasaan Negara, kesemuanya perlu
terus dikontrol agar tidak terjerumus atau tergiur untuk mencari keuntungan
materi dengan cara menyalah gunakan kekuasaan yang berada di tangan mereka.
Dengan kata lain penulis ingin menegaskan bahwa kejahatan korupsi akan
meningkat dalam suatu Negara karena lemahnya pengawasan terhadap para

penguasa dalam Negara yang bersangkutan.

Di zaman yang modern sekarang ini, hampir tidak ada lagi Negara-negara di
dunia, tidak terkecuali di Indonesia, yang ingin mengfungsikan hukum pidana
(sarana penal) sebagai alat untuk mengontrol perilaku para penguasa agar tidak
melakukan korupsi. Demi tujuan tersebut maka langkah awal yang dilakukan
adalah dengan cara mengubah atau memperbaharui perundang-undangan sebagai
landasan bertindak dalam pemberantasan korupsi. Namun dalam kenyataannya,
segenap hasil pembaharuan tersebut tidak memberikan dampak yang signifikan
dalam pemberantasan korupsi di Negara yang bersangkutan. Hal ini menunjukan

bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dilakuakan dengan

3 Metro TV, 07 oktober 2013, Melawan Pelemahan KPK.
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memperbahrui perundang-undangan®*. Reformasi terhadap strategi pemberantasan
tindak pidana korupsi selain harus di mulai dari pembaharuan Undang-Undang,
juga harus dilakukan seiring dengan reformasi badan-badan peradilan.*® Oleh
sebab itu, dapat dimengerti jika pembentuk Undang-Undang dalam merespon
desakan reformasi strategi pemberantasan korupsi di Indonesia memulai langkah
awalnya adalah dengan mereformasi Undang-Undang pemberantasan korupsi. Di
sisi lain, upaya ini tidak akan membuahkan hasil tanpa juga diikuti dengan

langkah-langkah pembaharuan di dalam badan-badan peradilan di Indonesia.

Dibandingakn dengan masa sebelumnya (orde baru), di era reformasi ini terdapat
perubahan yang mendasar dalam strategi penanggulangan kejahatan korupsi di
Indonesia, yaitu sanksi pidana yang hendak diterapkan kepada para koruptor tidak
semata untuk pemberian nestapa, karena selain dari pada itu pembentuk Undang-
Undang juga menginginkan penerapan sanksi yang bertujuan untuk pengembalian
kerugian Negara. Untuk mencapai tujuan tersebut maka pembentuk Undang-
Undang Memberi jalan kepada para hakim untuk menjatuhklan putusan sebagai
berikut:

a. Menjatuhkan pidana penjara saja, atau

b. Menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda, atau

c. menjatuhkan pidana penjara dan pidana tambahan berupa kewajiban

membayar uang pengganti, atau

# Yusril lhza Mahendra, 2002, Catatan dan Gagasan — Mewujutkan Supremasi Hukum Di
Indonesia, Jakarta, HIm 3.
% bid.
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d. menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda dan pidana tambahan

kewajiban membayar uang pengganti.

Untuk penjatuhan pidana penjara dan pidana denda tidak terlalu menjadi
persoalan untuk para hakim, artinya penerapan kedua jenis pidana ini sudah biasa
dilakukan oleh para hakim dalam praktik pengadilan selama ini. Hanya saja yang
perlu perubahan dari para hakim adalah menyangkut penyesuaian dengan tuntutan
reformasi yang menuntut penerapan pidana yang lebih keras pada para koruptor,
sehingga tujuan pemidanaan yang bermaksut memberikan efek prefensi umum
dan prefensi husus dapat tercapai. Jika para hakim tidak mampu memberikan efek
prefensi umum dan prefensi khusus melalui putusan pemidanaan yang

dijatuhkannya maka patut dikatakan bahwa para hakim tidak reformis.

Berbeda halnya dengan penerapan pidana tambahan yang berupa pembayaran
uang pengganti. Untuk penerapan jenis pidana tambahan ini memang dibutuhkan
kemampuan reformasi oleh banyak pihak, karena berkaitan dengan kemampuan
para penegak hukum dalam menghitung kerugian Negara. Secara jujur harus
diakui bahwa kemampuan jaksa penuntut umum dan para hakim untuk
menghitung kerugian Negara yang timbul dalam perkara korupsi tertentu
sangatlah diragukan, dengan demikian untuk penghitungan kerugian Negara
tersebut maka para hakim dan jaksa terpaksa bergantung kepada penghitungan
dari para ahli maupun meminta bantuan dari badan pemeriksa keuangan®®. Oleh

sebab itu, jika penghitungan kerugian Negara yang dilakukan oleh BPK atau Para

% Ahmad Gunaryo, 2000, op cit, HIm 84,
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ahli tersebut bersifat kabur maka akan sulit bagi para hakim untuk menjatuhkan
pidana tambahan dalam bentuk uang pengganti. ltulah sebabnya sebagian besar
perkara korupsi yang diadili sangat jarang disertai dengan penjatuhan pidana

tambahan uang pengganti.

Dapatlah dimengerti mengapa dalam perjalanan reformasi yang suadah memakan
waktu lebih kurang 12 tahun ini ternyata reaksi berbagai elemen masyarakat
masih juga berkutat pada isu lemahnya sikap penegak hukum pada para koruptor
atau sikap memanjakan para koruptor. Hal ini menandakan bahwa, reformasi
strategi pemberantasan korupsi tidak dapat dipandang cukup hanya dengan
memperbahrui perundang-undangan, melainkan harus juga meliputi upaya

peningkatan propesionalitas para penegak hukum.

Penjelasan di atas secara keseluruhan ingin menegaskan bahwa upaya
pemberantasan korupsi belumlah selesai hanya karena diterbitkannya beberapa
perundang-undangan yang baru di bidang pemberantasan korupsi. Bahkan terlalu
berlebih-lebihan jika pembentuk Undang-Undang menganggap, Undang-Undang
yang baru diterbitkannya itu adalah Undang-undang yang sempurna, yang tidak
mengandung cacat dan cela, sehingga tidak perlu dikeritisi kembali. Ketidak
benaran pendapat yang demikian begitu jelas ditunjukkan dalam peroses
pembaharuan Undang-Undang pemberantasan korupsi di Indonesia, pada era
reformasi ini. Contoh kongkritnya dalam reformasi perundang-undangan di
Indonesia setelah diterbitkannya Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 baru

berlaku selama tidak lebih 2 (dua) tahun telah terasa memiliki kelemahan dan
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kekurangan sehingga terasa harus di perbaharui kembali dengan UU nomor 20
tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Fakta ini menunjukkan
kebenaran pendapat sacipto raharjo yang menyatakan bahwa hukum (Undang-
Undang) selalu dalam peroses menjadi, artinya tidak akan pernah tercipta
Undang-Undang yang sempurna sejak lahirnya. Kenyataan itu pula yang melatar

belakangi keinginan penulis untuk melakukan studi ini.

C. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Badan pengadilan dalam sistem hukum dimasukkan ke dalam kategori kekuasaan
kehakiman. Pasal 1 UU. No. 19/1997 mengatakan bahwa “Kekuasaan Kehakiman
adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelengarakan peradilan guna
menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya
Negara Hukum Republik Indonesia”.®’ Pengadilan sebagai “Benteng Terahir”
untuk melawan ketidak adilan, sesungguhnya pengambilan putusan di Pengadilan
yang dilakukan oleh hakim yang independen melalui suatu proses, baik proses
administrasi perkara maupun proses persidangan. Karena itu, kata Pengadilan dan
Peradilan memiliki kata dasar yang sama yakni “adil” yang memiliki pengertian:
a. Proses mengadili. b. Upaya untuk mencari keadilan. c. Penyelesaian sengketa

hukum di hadapan badan peradilan. d. Berdasar hukum yang berlaku.®

% Satjipto Raharjo, 2009, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Yogyakarta, Genta
Publishing, HIm 77.

% Cik. Hasan Bisri, 2000, Peradilan Agama di Indonesia, Cet. IlI; Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, HIm. 1.
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Dalam konteks Negara Hukum Indonesia, Pasal 24 ayat (1) amandemen UUD

1945 menentukan :

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan
peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum,
lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan
peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Kemudian berdasarkan Pasal 24A ayat (1) Amandemen UUD 1945, Mahkamah
Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-
undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang, dan mempunyai
wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang. Kemudian ketentuan
konstitusi ini, dijabarkan ke dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985
tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2009.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan pengadilan khusus yang berada di
lingkungan Peradilan Umum dan berkedudukan di setiap ibukota kabupaten/kota
yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri yang
bersangkutan, serta berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara:
tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya
adalah tindak pidana korupsi, dan/atau tindak pidana yang secara tegas dalam

undang-undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi.
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Berdasarkan pengertian-pengertian diatas, dapat pula dimaknakan bahwa
peradilan tindak pidana korupsi di Indonesia hakikatnya merupakan kekuasaan
peradilan yang kewenangannya bersumber dari kekuasaan negara hukum
Indonesia untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak
pidana korupsi guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan

Undang-Undang Dasar 1945.

Berbicara mengenai azas mengandung makna dasar, fundamen, pangkal tolak,
landasan, dan/atau sendi-sendi.*® Dalam kamus besar bahasa Indonesia kata azas
diartikan sebagai suatu tumpuan berpikir atau berpendapat.”® Karena itu menurut
Yahya Harahap,** dalam konteks asas hukum peradilan, suatu asas hukum
menjadi fundamen atau acuan umum bagi pengadilan dalam menyelesaikan
perkara, sehingga putusan majelis hakim memiliki sendi dan norma yang kuat
untuk mewujudkan tujuan hukum yang diharapkan oleh para pihak yang

berperkara.

Sehubungan dengan itu, maka terdapat sejumlah asas hukum yang terkait dengan

penyelenggaraan sidang peradilan, antara lain sebagai berikut:

¥ Eddy Yusuf Priyanto dkk, 2003, Pendidikan Pancasila Perguruan Tinggi,Cet. I11; Makassar:
Tiem Dosen Pancasila Universitas Hasanuddin, HIm. 8.

0 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, Kamus Besar Bahasa Indonesia,Cet. II;
Jakarta: Balai Pustaka, HIm. 52.

! Yahya Harahap, 1993, Kedudukan Kewenangan dan Hukum Acara Peradilan Agama, Cet. II;
Jakarta: PT Garuda Metro Politan Press, HIm. 37.
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a. Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan (Pasal 4
ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan
Kehakiman).

b. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan
orang / persamaan di hadapan hukum (Pasal 5 ayat (1)).

c. Pengadilan tidak bolen menolak untuk memeriksa, mengadili, dan
memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak
ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan
mengadilinya (Pasal 16 ayat (1)).

d. Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali

undang-undang menentukan lain (Pasal 19 ayat (1)).

Terkait dengan pengertian di atas, menurut Bambang Poernomo, yang dimaksud

dengan:

a. Proses peradilan pidana yang dilaksanakan dengan cepat, diartikan
menghindarkan segala rintangan yang bersifat prosedural agar tercapai
efisiensi kerja mulai dari kegiatan penyelidikan sampai dengan
pelaksanaan putusan akhir dapat selesai dalam waktu yang relatif singkat.

b. Proses peradilan pidana yang sederhana, diartikan bahwa penyelenggaraan
administrasi peradilan secara terpadu agar pemberkasan perkara dari
masing-masing instansi yang berwenang, berjaian dalam suatu kesatuan
yang tidak memberikan peluang saluran bekerja secara berbelit-belit
(circuit court), dan dari dalam berkas tersebut terungkap pertimbangan
serta kesimpulan penerapan hukum yang mudah dimengerti oleh pihak

yang berkepentingan.
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c. Proses peradilan pidana dengan biaya murah (ringan), diartikan
menghindarkan sistem administrasi perkara dan mekanisme bekerjanya
para petugas yang mengakibatkan beban biaya bagi yang berkepentingan

atau masyarakat (social cost) yang tidak sebanding, karena biaya yang

dikeluarkan lebih besar dan hasil yang diharapkan lebih kecil.*?

D. Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Selain asas “independence of judiciary”, dan “impartiality”, tak kalah pentingnya
beberapa asas yang lain, diantaranya adalah asas “peradilan diselenggarakan
secara sederhana, cepat dan biaya ringan” (Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman).  Melalui asas yang
disebut terakhir tersebut, diharapkan jalannya proses peradilan akan menjadi lebih
simpel, aksesibel, dan terjangkau dan sehingga oleh karenanya dapat diikuti, bagi
para pencari keadilan (justiabelen) tanpa terkecuali. “Sederhana” mengandung
makna bahwa jalannya proses peradilan simpel, tidak terlalu rumit, mudah
dipahami, sehingga dapat diikuti oleh para justiabelen, yang sebagian besar
diantaranya sangat awam terhadap hukum dan proses hukum. Mereka yang buta
hukum sekalipun tidak kehilangan aksesibelnya terhadap proses hukum dan
pengajuan tuntutan hak dan kewajiban. “Cepat” mengandung makna bahwa
bahwa jalannya proses peradilan efektif, efisien, tidak bertele-tele, tidak berlarut-
larut, sesuai dengan tahapan waktu yang ditentukan sehingga dapat dipredisikan
atau dipastikan kapan berakhirnya, sehingga para justibelen dapat segera

mengetahui bagaimana status hukum mereka terhadap setiap putusan yang

“2 Bambang Poernomo, 1993, Pole Dasar, Teori-Asas Umum Hukum Acara Pidana dan
Penegakan Hukum Pidana, Yogyakarta : Liberty, HIm. 6.
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dijatuhkan oleh pengadilan. “Biaya Ringan” mengandung makna bahwa jalannya
proses peradilan dibebani dengan kewajiban untuk menanggung biaya yang dapat
terjangkau dan sesuai dengan kemampuan para justiabelen, walaupun para pelaku
tindak pidana korupsi tidak dapat dikatakan sebagai kelas yang memiliki

prekonomian yang rendah.*

Namun dalam kenyataan di lapangan, peroses peradilan yang berlansung secara
terbalik dima peroses yang berjalan sangatlah rumit dan kompleks. Begitu rumit
peroses birokrasi dan prosedural beracara di muka pengadilan sehingga
perosesnya menjadi tidak sederhana. Hal tersebut akan dapat mengaburkan
persoalan yang sebenarnya, yakni persoalan hukum, penegakan hukum dan
keadilan.** Oleh karna itu pembenahan atau pembaharuan harus di mulai bagi
tercapainya badan peradilan yang bersih, trasparan, akuntabel, adil dan
berwibawa. Upaya untuk melakukan berbagai perubahan untuk mewujudkan
terciptanya lembaga peradilan yang ideal tersebut, terutama yang berbasis pada

partisipasi dan kontrol publik mutlak harus dilakukan.*

* Ibid.

“ Susanti Adi Nugroho dkk, 2003, Eksaminasi Publik: Partisipasi Masyarakat Mengawasi
Peradilan, Indonesia Carruption Watch (ICW), Jakarta, HIm 90.

** Eko Sasmito dkk, 2004, Buku Panduan Pemantauan Penyimpangan Praktik Peradilan, Yayasan
Pengembangan Sumber Daya Indonesia (YPSDI), Surabaya, HIm 1.
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Ketentuan-ketentuan KUHAP sebagai penjabaran asas peradilan yang sederhana,

cepat dan biaya ringan, antara lain :

1) Asas peradilan cepat :

a.

Tersangka atau terdakwa berhak segera mendapat pemeriksaan dari
penyidik.

Tersangka atau terdakwa berhak segera diajukan kepada penuntut umum
oleh penyidik.

Tersangka atau terdakwa berhak perkaranya segera diajukan ke pengadilan
oleh penuntut umum.

Tersangka atau terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan.
Pelimpahan berkas perkara banding oleh pengadilan negeri ke pengadilan
tinggi sudah dikirim 14 hari dari tanggal permohonan banding. (Pasal
326).

7 hari setelah perkaranya diputus pada tingkat banding, pengadilan tinggi
harus mengembalikan berkas ke pengadilan negeri. (Pasal 234 ayat (1).

14 hari dari tanggal permohonan kasasi pengadilan negeri harus sudah
mengirimkan berkas perkara ke Mahkamah Agung untuk diperiksa dalam
tingkat kasasi. (Pasal 248).

7 hari setelah putusan kasasi, Mahkamah Agung harus sudah
mengembalikan hasil putusannya ke pengadilan negeri. (Pasal 257).

2) Asas sederhana dan biaya ringan :

Penggabungan pemeriksaan perkara pidana dengan tuntutan ganti rugi
secara perdata oleh korban atas kerugiannya kepada terdakwa.

Pembatasan masa penahanan dengan hak tuntutan ganti rugi.

Banding tidak dapat diminta dalam perkara dengan acara cepat.
Meletakkan asas deferensiaasi fungsional agar perkara yang ditangani oleh

aparat penegak hukum tidak terjadi tumpang tindih (overlapping).



